BUPAT! CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 22 TAHUN
2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang :a. bahwa Kebijakan 'Akuntasi Pemerintah Daerah telah

Mengingat

0 1.

- Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3851)

Metapkan berdasarkan Peratufan Bupati Cianjur

.bahwa dalam rangka penertiban administrasi dan

pelaporan keuangan pemerintah daerah khususnya
mengenai batasan kapitalisasi belanja dan  penilaian
aset, perlu mengubah Lampiran IX Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kebijakan
Akuntasi Pemerintah Daerah; :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik . Indonesia Tahun 1950 Nomor 43},
scbagaimana telah diubeh Jengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang, Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Rarat {Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1968 Nomor 31, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851},
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

.
H



3. Undang-Undang Noméﬂ 17 Tahun 2003 tentang
Keue?ngan Negara (Lembeiran Negara Republik Indonesia
Tahun |2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Normc)r 4287);
4, Undingf-Undang Nomoﬂ 1 Tahun 2004 fentarng

i
Perbendaharaan Negara! (Lembaran Negara :\enuz;«k

Indo esia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembare-
Negara a{Republik Indonesia [Nomor 4355j); .- '

3. Un@dzing-Undang “Nomor (15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggd:‘giawa;
Keuangan Negara {Lemmbaran Negara Republiic . indenesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran "?'%'egaz-"a _
Republik Indonesia Nomor 4400); o

6. Undan Undang Nemor 25 Tahun 2004 teritang 3is
Perencanaan Pembangunan Nasional {L\,mbnran \egar .
&0

p

?

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambah
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421},

Undang—Upaang Nomor «z Tanun 33

Peterintahan Dacrah {Lembaran Nes arz :
Indonesia_ Tahun = 2004 Nomor 125, Aanda o
Lembaran Negara Re ublik Indonesia - MNom mor. 44250
sebagaimana telah beb _rapakah diubah terakiir
Undang-Undang Nomjor 12 Tahun 2008 teriang
Perubahan Kedua Atas Uv'*zda"lg Undang \OD‘:
Tahun 2004 tentang ememntdban L,aelau ite ;
Negara Republik Inddnesia Tahun 2068 omer 3
Tambahan Lembaran Negs fé Repubiik Tndoos a:}.-'szi Notho:
4844); T

g. UnﬁangrUndang Nomer 3" Tahun 2004 tenteang
Pefién‘b—angan Keuangan Antara Pemerin Ata*: ...‘33- ;_3!_-
Pemerintahan Daerahk (Lembaran Nng :
indonesia © Tahun  20¢ Nﬂmor 126

Lembaran Negara Republi

9. Peraturan Pemerintah N ; cr 24 Tahz._n Gu4 *ﬂntéﬁg%
Kedudukan Protokoler dat Keuangan Pimpinan iﬁ&i@.
Anggota DPRD sebagaimana telah diubah ° Seberapakali
teralthir dengan peraturan Pemerintah Nemer 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas. Psraturan

intah Nomor 24 Tahur 2004 tentang Kedudikan |
Keai 1 Dewan Perwakilan ! Rakyat Daerah fLembaran

Negai epL bitkk Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

‘Tambahan Lemba'ran Negara. Repubrk Indenesiz Nomcr

4712% e



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16

17.

Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan = Keuangan adan Layanan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerin-
tah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah . (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor . 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 7);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);

. Peraturan Pemerinta Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusuhan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal| (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun [2005 Nomaor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun | 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Re¢publik Indonesia Nomor 4593);




Menetapkan

18. Peraturan Pemerintah| Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang | Miliki Negara/Daerah (Lembaran
. Negara Repubilik Indgnesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran l\{egara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana |telah| diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pem%rintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan ' Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855); |

19. Peraturan Pemerintah | Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan| dan Kinerja Instansi Pemerintak
(Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, TambaHhah Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614} | :

20. Peraturan Pemerintah [Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemetintahan (Lembaran Negara
Republik- Indonesia Tahkun 2016 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Rep blh{ Indonesia Nemor 5165);

21. Peraturan Presiden mem 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jada Pemerintah sebagaimana telah
beberapakali diubah| terakhir dengan Perataran
Presiden Nomor 70 |Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Dremden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan 'BaJJ
Negara Republik Ind ohema Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo;
5334); | i

22. Peraturan Menter: Dalarm Negeri Nomor 13 Tahun 2006 -
tentang Pedoman Pen gplolc.an Keuangan Daeran
sebdgaimaneg relah beberapakali divbak ferakhi denges:
Peratufan Menteri Dalam Negeti Nomeor 21 Tahun 201

tents _.-ubahc,n Ke ua Atas Peraturar Menteri
Déld | Nomor 13 Fahun 2006 tentang Pedoman
Pe;n Keua“;gan aerajt (Berita ‘Negera Tahun

310);
23. Pera uﬁan Daerah Kabupaten, Cianjur Nomor £2 Tahu

2007 tentang Pengelolaan Keu.anga Daerah i(Lembaran
Dae ah Tahun 2007 Nomor GZ Beri Dj;

MEMUTUSK

: PERATURAN BUPATI EN'"A*\F PERUBAHAN ATaS
pERATURAN BUFATT CIANSUR. NOMOCR '2" TEHIN t!U_;_..
TENTANG. ~ KEBIJAKAN { A:{ UNTAN 3' . PEMERINTAN
DAERAH R :

ang/Jasa Pemerintan (Lembaran o



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran IX Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut;

1. Angka 40 huruf (a) dihilangkan, sehingga angka 40
berbunyi sebagai berikut: :

40. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
(a) bibit/benih, hewan ternak, buku yang

dimaksudkan wuntuk dijual dan/atau
diserahkan kepada masyarakat;

(b) barang pakai habis meliputi Alat Tulis

Kantor (ATK), alat kebersihan, BBM, aspal,
obat-obat, alat kesehatan dan sefenisnya.

2. Ketentuan Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap,
angka 81, 82, dan 83 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

A. Pengadaan

81. a. Pengeluaran atau belanja untuk pengadaan

per satuan peralatan dan mesin dan alat-alat
olah raga yang sama dengan atau lebih dari
Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
dikapitalisasi menjadi aset. .

b. Pengeluaran atau belanja untuk pengadaan

[®)

gedung dan bangunan yang sama dengan
atau lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dikapitalisasi menjadi aset.

- Pengeluarap atay belanja unfuk pengadaan
aset tanah/ jalan, irigasi, jari gan dan aset
tetap lainnya betupa koleksi perpustakaan/
buku dan non| buku, barang bercorak

kesenian, hewan |dan tanaman dikecualikan
dari nilai kapitalisasi poin a dan b.

B. Pemeliharaan/Rehab

82. a. Pengeluanan 'ata!J belanja untuk rehab per

satuan dung dan bangunan yang sama
dengan atau lebih dari Rp 50.000.000,00 flima
puluh juta rupiahj dikapitalisasi menjadi aset.




b. Pengeluaran atau belanja untuk pemeliharaan
per satuan jalan, irigasi, jaringan yang sama
dengan atau lebih dari Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dikapitalisasi menjadi
aset.

c. Pengeluaran atau belanja untuk pemeliharaan
per satuan peralatan dan mesin, aset tetap
lainnya dikecualikan dari poin a dan b.

83. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi dan/atau 12
(dua belas) bulan dan nilai aset tersebut cukup
material untuk dapat dikapitalisasi menjadi aset.

3. Ketentuan Pengukuran Aset Tetap Rusak Berat, angka
194, dan 195 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pengukuran Aset Tetap Rusak Berat

194. Aset tetap rusak berat dinilai sebesar nilai
perolehan.

195. Apabila aset tetap rusak berat tersebut dipindah
tangankan atau dialihkan kepemilikannya, hasil
pelepasan  aset tersebut diakui sebagai
pendapatan asli daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, | memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.
- TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012

¥
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